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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Definisi Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk mewujudkan hak dan 

memberikan dukungan untuk memberikan ketenangan pikiran bagi saksi 

dan korban.  

Phillips M. Hadjon mengatakan bahwa: “Perlindungan hukum berarti 

melindungi harkat dan martabat subjek hukum dan menghindari 

kesewenang-wenangan sesuai dengan ketentuan undang-undang Ada dua 

bentuk perlindungan hukum terhadap penduduk yang berbasis aset: 

perlindungan preventif dan perlindungan represif.  

1. Perlindungan hukum preventif artinya badan hukum mempunyai 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu 

keputusan pemerintah mengambil bentuk akhir. Tujuannya untuk mencegah 

perselisihan.Perlindungan hukum preventif merupakan hal yang sangat 

penting bagi tindakan negara atas dasar kebebasan bertindak. Oleh karena 

itu, sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif, pemerintah wajib 

berhati-hati dalam mengambil keputusan diskresi. Dibandingkan dengan 

upaya hukum yang represif, perkembangan upaya hukum preventif agak 

tertinggal. Hampir tidak ada pengaturan mengenai tindakan hukum preventif 

terhadap perorangan, namun bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat 

berupa tindakan preventif dalam bentuk keberatan (inspraak). Di Indonesia 
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sendiri belum ada undang-undang khusus yang memberikan perlindungan 

hukum preventif. 

2.Perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum 

berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan. Prosedur perlindungan hukum 

yang represif dilaksanakan oleh pengadilan daerah dan pengadilan tata 

usaha negara. Asas perlindungan hukum terhadap perbuatan negara 

didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan 

bersumber darinya, karena sejarah Barat telah menunjukkan bahwa 

munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia 

disebabkan oleh adanya pembatasan dan pemaksaan. hak asasi manusia 

ditujukan pada hak. obligasi. dan pemerintah. Sementara itu, asas kedua 

yang mendasari perlindungan hukum atas tindakan negara adalah supremasi 

hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan inti dari 

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan dapat dikaitkan dengan 

tujuan negara hukum. 

1. Menurut Soekanto, perlindungan hukum pada hakikatnya adalah 

perlindungan yang diberikan kepada badan hukum dalam bentuk 

instrumen hukum. Lebih lanjut Soekanto menjelaskan, selain 

peran penegakan hukum, ada lima faktor lain yang 

mempengaruhi proses penegakan dan perlindungan hukum: 1. 

Faktor hukum itu sendiri (termasuk undang-undang). Dari unsur 

hukum tersebut, Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa 

campur tangan terhadap penegakan hukum yang timbul karena 

hukum dapat disebabkan oleh:  
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a) tidak ditaatinya aturan penegakan hukum,  

b. Kurangnya ketentuan pelaksanaan yang benar-benar diperlukan 

untuk penerapan undang-undang tersebut,  

c. Ketidakjelasan makna kata-kata dalam undang-undang 

tersebut, sehingga menimbulkan kebingungan dalam penafsiran 

dan penerapannya. 

2. Faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum. Dalam 

praktik penerapan hukum di bidang ini, timbul konflik antara 

kepastian hukum dan keadilan, karena konsep keadilan 

merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum 

merupakan prosedur yang ditetapkan secara normatif. Padahal, 

suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan 

undang-undang bisa saja dibenarkan sepanjang kebijakan atau 

tindakan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Dari 

sudut pandang sosiologi, setiap aparat penegak hukum 

mempunyai kedudukan (status) dan peran (role) masing-

masing.Jabatan (sosial) adalah kedudukan tertentu dalam struktur 

sosial, yang bisa tinggi, sedang, atau rendah. Sebenarnya, jabatan 

ini adalah kotak yang berisi hak dan tanggung jawab tertentu. 

Mentalitas atau kepribadian penegak hukum sangat penting untuk 

operasi hukum. Jika undang-undang baik tetapi agen buruk, ada 

masalah. Oleh karena itu, cara penegak hukum berpikir dan 

bertindak adalah bagian penting dari keberhasilannya. Dalam 

konteks di atas, mengenai kepribadian dan mentalitas penegak 
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hukum, terdapat kecenderungan yang kuat di masyarakat untuk 

mengartikan hukum sebagai penegakan hukum atau penegakan 

hukum, yang artinya hukum itu sesuai dengan perilaku 

sebenarnya dari penegak hukum atau hukum. petugas penegakan 

hukum. Sayangnya, seringkali timbul permasalahan dalam 

pelaksanaan kewenangannya akibat sikap atau perlakuan yang 

dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang dinilai merusak citra 

dan wibawa kepolisian akibat buruknya kualitas aparat 

kepolisian. Karena tidak memahami hukum, orang dapat salah 

memahami batasan kewenangan, yang dapat menyebabkan 

penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan fungsi penyidikan 

dan penegakan hukum lainnya. Persoalan peningkatan kualitas 

merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh berbagai 

otoritas, namun hal ini harus menjadi prioritas, terutama bagi 

agen yang menjalankan tanggung jawab hak asasi manusianya 

(dalam hal ini aparat penegak hukum). Padahal kita sadar bahwa 

peningkatan kualitas tidak terlepas dari anggaran lain yang 

selama ini selalu kurang di Polri dan jumlahnya sangat kecil. 

3. Struktur dan alat yang memungkinkan penegakan 

hukum/penghalang pelaksanaan perlindungan hukum Struktur 

dan alat meliputi perangkat lunak dan perangkat keras, contoh 

perangkat lunak yang mewakili pendidikan. Pelatihan yang 

diterima polisi saat ini cenderung berfokus pada isu-isu praktis 

yang konvensional, sehingga dalam banyak kasus polisi 
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menghadapi kendala dalam mencapai tujuannya, termasuk 

pengetahuan kejahatan dunia maya ketika melibatkan 

pelanggaran khusus, yang masih dipercayakan kepada jaksa 

karena, secara teknis, Departemen Kepolisian dianggap sebagai 

pihak yang bertanggung jawab. tidak kompeten dan tidak siap. 

Namun, diakui juga bahwa tugas yang harus dilakukan polisi 

sangatlah komprehensif dan banyak. Masalah material dalam hal 

ini adalah benda-benda fisik yang dijadikan sebagai faktor 

pendukung.Lagi pula, jika tidak ada sumber daya material seperti 

kertas, jika batu bara tidak cukup, dan mesin tik tidak bagus, 

bagaimana pejabat bisa membuat laporan pelanggaran secara 

resmi? Tanpa langkah-langkah dan fasilitasi tertentu, penerapan 

hukum secara efektif tidak mungkin dilakukan. Lembaga atau 

badan tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, tenaga 

kerja yang terlatih dan berkualitas, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai, sumber daya keuangan yang memadai, 

dan lain-lain. Lembaga atau badan memainkan peran yang sangat 

penting dalam penegakan hukum. Tanpa langkah-langkah dan 

struktur ini, penegakan hukum tidak akan mampu menyelaraskan 

perannya dengan peran sebenarnya.Khususnya untuk sarana atau 

fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut 

(purbacaraka & Soerjono Soekanto 1983): “A. Yang tidak ada-

diadakan yang baru betul, B. Yang rusak atau salah-diperbaiki 

atau dibetulkan, C. Yang kurang-ditambah, E Yang Macet-
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dilancarkan, Yang mundur atau merosot-dimajukan atau 

ditingkatkan”. 

4. Faktor masyarakat yaitu masyarakat dimana hukum tersebut 

berlaku. Mengenai faktor sosial yang mempengaruhi proses 

penegakan hukum, Soerjono Soekanto kembali berpendapat 

bahwa: Aparat penegak hukum berasal dari masyarakat dan 

tujuannya adalah untuk menciptakan ketentraman dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, Masyarakat dari sudut pandang 

tertentu dapat mempengaruhi penerapan undang-undang ini. 

Bagian ini menguraikan pandangan masyarakat terhadap undang-

undang yang mempunyai dampak besar terhadap kepatuhan 

terhadap undang-undang tersebut, karena jelas bahwa 

permasalahan tersebut harus dikaitkan dengan faktor-faktor yang 

mendahuluinya, yaitu undang-undang, penerapannya, dan sumber 

daya atau strukturnya. Setiap warga negara atau kelompok sedikit 

banyak memiliki pengetahuan hukum, yang ditentukan oleh 

tingkat kepatuhan terhadap hukum, yaitu tingkat kepatuhan 

terhadap hukum yang tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat 

kepatuhan terhadap hukum masyarakat menunjukkan seberapa 

baik undang-undang tertentu berfungsi. Sikap masyarakat yang 

kurang sadar akan tanggung jawab polisi, acuh tak acuh bahkan 

agak apatis, menganggap tugas polisi adalah tanggung jawab 

polisi semata, keengganan bekerja sama sebagai saksi, dan lain-
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lain merupakan salah satu faktor yang menghambat upaya 

tersebut. implementasi hukum. 

5. Faktor budaya, yaitu. H. hasil karya, cipta dan karsa yang 

didasari oleh karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat 

Dalam kebudayaan sehari-hari kita sering berbicara tentang 

kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto, Kebudayaan 

melakukan fungsi yang sangat penting bagi manusia dan 

masyarakat, yaitu mengatur sehingga manusia dapat memahami 

bagaimana berperilaku, bersikap, dan menentukan sikap mereka 

dalam hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, budaya 

adalah sumber utama pemrosesan, menetapkan aturan tentang apa 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jawaban atas semua ini 

adalah bahwa efektivitas hukum hanya dapat dikembangkan 

sepenuhnya jika hukum tersebut dipatuhi.5 

2.1.2 Peraturan Perundang-Undangan 

Pellayaran belrdasarkan pasal 1 bultir (1) Ulndang-U lndang Nomor 17 

Tahuln 2008 telntang Pellayaran adalah sulatul kelsatulan sistelm yang telrdiri atas 

angkultan di pelrairan, pellabulhan, kelsellamatan, dan kelamanan, selrta 

pelrlindulngan lingkulngan maritim.6 

U lndang-U lndang Nomor 17 Tahuln 2008 Telntang Pellayaran Pasal 90 

ayat (1) dalam mellaksanakan kelgiatan pelnyeldiaan dan/ pellayanan jasa 

kelpellabulhan selbagaimana dimaksuld Badan U lsaha Pellabulhan belrkelwajiban 

melnyeldiakan dan melmellihara kellayakan kapal fasilitas pellabulhan, 

                                                           
5 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 

Grafindo Persada 
6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 butir (1) 
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melmbelrikan pellayanan kelpada pelnggulna jasa pellabulhan selsulai delngan 

standar pellayanan yang diteltapkan olelh pelmelrintah, melnjaga kelamanan, 

kelsellamatan dan keltelrtiban pada fasilitas pellabulhan yang diopelrasikan, iku lt 

melnjaga kelellamatan, kelamanan, keltelrtiban yang melnyangkult angkultan 

dipelrairan, melmellihara kellelstarian lingkulngan, melmelnulhi kelwajiban selsulai 

delngan konselsi dalam pelrjanjian dan melmatulhi keltelntulan pelratulran 

pelrulndang-ulndangan, baik selcara nasional mau lpuln intelrnasional  

U lntulk melnjamin kelsellamatan pelnulmpang, kapal pelngangkult yang 

mellakulkan pelnyelbelrangan haruls melmelnulhi pelrsyaratan selbagai belrikult: 1) 

Melmiliki spelsifikasi fasilitas pellabulhan yang selsulai ulntulk pelnye lbelrangan. 2) 

Melmpelkelrjakan awak kapal yang melmelnulhi pelrsyaratan transit kapal. 3) 

Melmbelrikan informasi kelbijakan yang dipelrlulkan dalam bahasa Indonelsia 

dan Inggris.  

Hal ini selsu lai delngan Pelratulran Melntelri Pelrhulbulngan RI Nomor PM 62 

Tahuln 2019 Standar Pellayanan Minimal Angkultan Pelnyelbelrangan. Istilah 

Standar Pellayanan Minimal (MPS) dituljulkan kelpada kontraktor angkultan 

pelnye lbelrangan yang tellah melmpulnyai izin ulntulk mellakulkan angkultan 

pelnye lbelrangan. Pelneltapan standar pellayanan minimulm dimaksuldkan ulntulk 

melnjamin masyarakat melmpelrolelh pellayanan selbaik-baiknya delngan 

pellayanan transportasi di lular yang aman, nyaman, telrtib dan lancar selrta 

selsulai delngan kelsadaran masyarakat.  

Indikator Standar Pellayanan Minimal Angkultan Pelnyelbelrangan 

Indikator standar pellayanan selsulai delngan Pelratulran Melntelri Pelrhulbulngan 
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Nomor 62 Tahuln 2019 telntang Standar Pellayanan Minimal Angkultan 

Pelnyelbelrangan pada kondisi elksisting adalah:7 : 

A.SPM Angkultan Pelnyelbelrangan ulntulk Pellayanan Pelnulmpang 

SPM Angkultan Pelnye lbelrangan ulntulk pellayanan pelnulmpang dibagi 

melnjadi 5 aspelk, yaitul: 

1. Kelsellamatan  

a. Informasi kelsellamatan dan kelselhatan Informasi telntang 

pelngatulran dan tata cara pelnggulnaan pelralatan kelsellamatan 

selbellulm pelmbelrangkatan kapal. Syarat telrseldianya informasi 

kelsellamatan belrulpa stikelr, videlo, auldio dan rambul informasi. 

b. Fasilitas Kelsellamatan 

Fasilitas kelsellamatan yaitul telrseldianya pelralatan pelnyellamatan 

darulrat pada saat telrjadi keladaan darulrat (kelbakaran, 

kelcellakaan ataul belncana alam), selpelrti alat pelmadam 

kelbakaran, sprinklelr, jakelt pellampulng, pellampulng, rakit 

pelnolong, selkoci, peltulnjulk jalulr elvakulasi, dan lain-lain. poin. 

c. Fasilitas Kelselhatan Telrseldianya fasilitas kelselhatan ulntulk 

pelnanganan darulrat, selpelrti bangsal rulmah sakit yang 

dilelngkapi delngan pelralatan meldis selpelrti tandul, kulrsi roda, 

obat-obatan, tabulng oksigeln dan kotak P3K (pelrtolongan 

pelrtama pada kelcellakaan).Kelamanan Fasilitas  

2. Kelamanan Pelralatan pelncelgah tindak kriminal mellipulti 

keltelrseldiaan CCTV. 

                                                           
7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal 

Angkutan Penyeberangan 
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a. Safelty Officelr Selselorang yang belrtulgas melnjaga keltelrtiban 

dan kellancaran pelrgelrakan pelnggulna jasa di kapal. 

Keltelrseldiaan peltulgas belrselragam dan belrpelnampilan tinggi 

b. Stikelr informasi insideln kelamanan melncakulp nomor tellelpon 

pelngadulan dan/ataul SMS yang ditelmpatkan di lokasi stratelgis 

dan melnonjol selhingga pelnggulna layanan dapat 

melnyampaikan pelngadulan jika telrjadi pellanggaran kelamanan. 

Telrseldianya stikelr yang telrlihat jellas dan telrbaca. 

3. Kelnyamanan 

Kamar Pelnulmpang Elkonomi Kamar/arela pelnulmpang (rulang 

telrtultu lp dan telrbulka) dalam kondisi baik, delngan pelrmulkaan 

belrsih 100%, telrseldia spelakelr TV/videlo/auldio dan velntilasi. 

a. Ru lang pelnulmpang normal, tidak mulrah. Kompartelmeln/arela 

pelnulmpang (rulang telrtultulp dan telrbulka) dalam kondisi baik, 

telrseldia rulangan belrsih 100%, telrseldia spelakelr 

TV/videlo/auldio dan velntilasi, ku lrsi relclining dan sofa panjang 

delngan pelnultulp bulsa telrseldia dan belrlapis kain. delngan kain 

dan AC telrseldia 

b. toilelt normal Keltelrseldiaan toilelt delngan satul toilelt pelr 50 

pelnulmpang dan/ataul seltidaknya toilelt yang dipisahkan 

belrdasarkan gelndelr delngan pelrmulkaan yang belrsih dan tidak 

belrbaul. 

c. Fasilitas ibadah di Mulsholla telrseldia, telrmasulk telmpat 

melnculci, alat sholat dan sajadah, selrta telmpat duldulk yang 
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dapat diaksels.Kamar Ibul Melnyulsuli Kamar ibul dan bayi 

dilelngkapi delngan kulrsi/sofa delngan sandaran tangan dan 

AC/kipas angin/velntilasi.melninggal  

d. Lampul pelnelrangan belrfulngsi selbagai sulmbelr pelnelrangan pada 

fasilitas pelnulmpang dan fasilitas pelnting lainnya, melmbelrikan 

rasa nyaman bagi pelnggulna jasa delngan intelnsitas cahaya 200-

300 lulx.Volulmel. Dapulr/kantin/bar Dapulr/kantin/bar telrleltak di 

kompartelmeln pelnulmpang ataul rulang tulnggul, dilelngkapi 

delngan kompor listrik dan melmpulnyai rulang velntilasi atau l 

sirkullasi uldara. 

4. Kelmu ldahan  

a. Informasi Pellayanan Informasi yang disampaikan di dalam 

kapal kelpada pelnggulna jasa telrbaca dan telrdelngar selrta 

telrinformasikan. 

b. Fasilitas layanan pelnulmpang relgullarFasilitas yang diseldiakan 

ulntulk melmbelrikan informasi pelrjalanan kapal dan layanan 

melnelrima pelngadulan melmiliki rulang ataul satul melja kelrja dan 

diseldiakan peltulgas informasi/Pramulgari. 

c. Fasilitas Bagasi Pelnulmpang Melmulngkinkan pelnulmpang 

delngan muldah melmbawa dan melnyimpan barang 

bawaannya.melninggal  

d. Lorong/Rultel Melmbelrikan kelmuldahan kellular/masulk 

pelnulmpang delngan arela lulas dan kondisi baik, delngan 

keltelntulan: ulntulk 100 pelnulmpang delngan jarak minimal 800 
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mm, ulntulk lelbih dari 100 pelnu lmpang delngan jarak minimal 

100 cm, ulntulk lelbih dari 1000 pelnulmpang pada jarak minimal 

120 cm.el.Tangga Melmbelrikan kelmuldahan bagi pelnulmpang 

ulntulk naik dan tulruln, delngan pelrmulkaan dan kondisi yang 

selsulai, delngan lelbar tangga minimal 100 cm, tidak licin dan 

belrsih. 

e. Kelseltaraan Fasilitas bagi pelnulmpang pelnyandang disabilitas, 

manulsia, anak-anak maulpuln ibul hamil delngan telrseldia kulrsi 

roda dan aksels prioritas dan kelmuldahan aksels kel toilelt. 

Selrta pelratulran lainnya, antara lain: 

a. Pellayanan Relselrvasi Tikelt 

b. Pellayanan di telrminal belrsifat standar, antara lain: 

Informasi kelbelrangkatan dan keldatangan kapal..  

c. Standar pellayanan di atas kapal, yaitul H. Informasi 

melngelnai fasilitas dan pellayanan di dalam pelsawat, 

kelbelrsihan, kelamanan dan kelnyamanan pelnulmpang di 

dalam pelsawat. 
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2.2 Landasan Konseptual 

2.2.1 Definisi Penumpang 

Melnulrult Damardjati R.S, Pelnulmpang adalah seltiap orang yang 

diangkult ataul haruls diangkult di pelsawat uldara ataul alat transportasi lainnya 

delngan pelrseltu ljulan pelrulsahaan ataul lelmbaga yang melnye llelnggarakan 

transportasi telrselbult.8 

Melnulrult Yoelti Oka A. Pelngelrtian pelnu lmpang adalah pelmbelli produlk 

dan jasa pada sulatul pelrulsahaan adalah pellanggan pelrulsahaan barang dan 

jasa melrelka dapat belrulpa selselorang (individu l) dan dapat pulla selbagai sulatu l 

pelrulsahaan.9Melnulrult Prof. Abdullkadir Mulhammad “Pelnulmpang adalah 

orang yang melngikatkan diri ulntulk melmbayar biaya angkultan atas dirinya 

yang diangkult”10 

2.2.2 Hak dan Kewajiban Penumpang 

1. Pelrulsahaan angkultan dalam hal ini PT. ASDP melmpulnyai kelwajiban 

telrhadap pelnu lmpang dan/ataul harta belnda seltellah belrakhirnya kontrak 

pelngangkultan dan belrhak melmpelrolelh pelnggantian biaya pelngangkultan 

selsulai delngan pasal 533i Kitab U lndang-u lndang Hulkulm Dagang, yang 

melnyatakan: “Biaya pellayaran haruls dibayar di mulka. 

2. U lndang-U lndang Nomor 21 Tahuln 1992 telntang Angkultan Lault, 

kelwajiban pelngangkultan diatulr dalam Pasal.Tikelt ditelrbitkan atas nama 

dan atas nama pelnulmpang dan hanya bolelh digulnakan olelh pelnulmpang 

yang namanya telrcantulm pada tikelt ataul tikelt 

                                                           
8Damardjati R.S. 1995.Istilah-istilah dunia pariwista.PT. Pradnya Paramitha : Jakarta 
9 Menurut Yoeti Oka A. (1996), Pengertian penumpang 
10 Prof. Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya,Bandung 
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3.  Apabila telrjadi kelrulsakan pada kapal yang melngakibatkan telrtulndanya 

ataul telrtulndanya kelbelrangkatan kapal, maka pellayaran akan telrtulnda 

selbelsar Jika tikelt ataul tikelt pelnulmpang ditelrima kelmbali ataul ditulkarkan 

delngan julmlah yang sama ulntulk lelbih dari dula pullulh elmpat (24) ) jam, 

Anda bisa melndapatkannya kelmbali. delngan harga tikelt ataul ulang kelrtas. 

4. Pelnulmpang yang namanya telrtelra pada tikelt ataul brosulr diasulransikan 

olelh PT.ASU lRANSI JASA RAHARJA (Pelrselro) 

2.2.3 Definisi Keselamatan Penumpang 

 Selsulai delngan Pelratulran Melntelri Pelrhulbulngan Nomor PM 20 

Tahuln 2015 telntang Pelratulran Kelsellamatan Transportasi Lault yang 

melnjellaskan bahwa kelsellamatan transportasi lault melrulpakan prasyarat 

ulntulk melmelnulhi pelrsyaratan kelsellamatan pada saat mellakulkan 

pelngangkultan di pelrairan peldalaman, di pellabulhan, dan di lingkulngan 

lault.  

 Belrdasarkan U lndang-U lndang Nomor 17 Tahuln 2008, delngan 

melmpelrhatikan poin D yang melnyatakan bahwa pelmbangulnan lingkulngan 

stratelgis nasional dan intelrnasional melmelrlulkan telrsellelnggaranya 

angkultan lau lt seljalan delngan pelrkelmbangan ilmul pelngeltahulan dan 

telknologi, pelran selrta swasta dan pelrdagangan melmbultulhkan. pelrsaingan 

dan melmelrlu lkan otonomi dan tata kellola daelrah. Tanggulng jawab 

telrhadap kelpelntingan nasional, melngultamakan kelsellamatan pellayaran 

delmi kelpelntingan nasional. 



19 

 Kellaikan kapal diatulr olelh pasal 1 poin 33 U lndang-U lndang Nomor 

17 Tahuln 2008 telntang Pellayaran yang melnyatakan: “Kellaikan 

Kapal adalah: 

a. Kondisi kapal melmelnulhi pelrsyaratan kelsellamatan kapal 

b. Pelncelgahan pelncelmaran yang ditimbu llkan olelh kapal 

c. Pelrsonil, strulktulr, kelselhatan dan kelseljahtelraan awak 

kapalPelnulmpang dan statuls hulkulm kapal Kapal yang dimaksuldkan 

ulntulk navigasi di pelrairan telrtelntul. 

2.2.4 Definisi Angkutan 

Dalam kamuls hulkulm, Pelngangkultan adalah kontrak yang dibulat 

antara pelngirim dan pelngangkult ulntulk melngangkult barang dan orang 

delngan aman dari satul telmpat kel telmpat lain. 

Melnulrult Lelstari Ningrulm, pelngangkultan adalah selrangkaian kelgiatan 

(pelristiwa) yang telrdiri atas pelrpindahan pelnulmpang ataul barang dari 

telmpat pelmulatan (elmbago) kel telmpat tuljulan (diselmbarkasi) selbagai telmpat 

tulrulnnya pelnulmpang ataul pelmbongkaran barang mulatan.11 

Delfinisi dari pelngangkultan lault selndiri yang diatulr dalam Pelratulran 

Pelmelrintah No. 22 Tahuln 2011 Telntang Pelrairan melnjellaskan bahwa 

angkultan lault adalah seltiap angkultan delngan melnggulnakan kapal ulntulk 

melngangkult pelnulmpang, barang dan helwan dalam satul pelrjalanan atau l 

lelbih dari satu l pellabulhan kel pellabulhan lain yang disellelnggarakan olelh 

                                                           
11Lestari Ningrum, Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis, Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2014, hal. 134 
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pelrulsahaanangkultan lault12Seldangkan melnulru lt U lndang-U lndang Nomor 17 

Tahuln 2008 telntang pellayaran, pelngangkultan lault diselbult selbagai: 

1). Angkultan pelrairan darat adalah kelgiatan pelngangkultan dan/atau l 

pelngangkultan pelnulmpang dan/ataul barang delngan melnggulnakan kapal 

lault. 

2). Angkultan lault khulsuls adalah kelgiatan angkultan yang mellayani 

kelpelntingan elkonominya dan belrtuljulan melnulnjang kelgiatan pokok. 

3). Angkultan pelnulmpang mellaluli lault melru lpakan kelgiatan tradisional dan 

popullelr yang melmpulnyai ciri khulsuls dalam mellaksanakan angkultan air 

delngan melnggulnakan pelrahul layar, speleldboat, dan/ataul speleldboat 

seldelrhana belrbelndelra Indonelsia delngan ulku lran telrtelntul..13 

2.2.5 Subjek Hukum Pengangkutan 

 Sulbjelk hulkulm transportasi dapat belrulpa badan hulkulm, pelrkulmpullan tanpa 

badan hulkulm, dan pelrorangan. Sulbjelk hulkulm pelngangkultan adalah hak dan 

kelwajiban yang timbull dari hulbulngan hulkulm pelngangkultan. Para pihak yang 

melngadakan kontrak pelngangkultan adalah: 

1. Pelrulsahaan angkultan. Pelngangkult adalah orang yang melngangkult barang 

dan/ataul orang; Dapat belrstatuls Badan Ulsaha Milik Nelgara (BU lMN), 

Badan U lsaha Milik Swasta (BU lMS), ataul pelrselorangan yang mellakulkan 

kelgiatan di bidang jasa angkultan. Ada belbelrapa ciri dan sifat velktor yaitul : 

a. Pelrulsahaan pelngellola transportasi 

b. Pelnggulnaan alat transportasi melkanisc. Pelnelrbit dokulmeln 

pelngangkultan. 

                                                           
12Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 Tentang Perairan 
13Undang-Undang No.17 Tahun 2008 
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2. Pelnulmpang adalah orang yang melnanggulng biaya pelngangkultan orang 

yang diangkult ataul orang pelrselorangan ataul badan hulkulm yang 

melnggulnakan jasa angkultan darat, lault, atau l uldara. Ada belbelrapa ciri dan 

sifat pelnulmpang, yaitul: 

a. Orang-orang yang melnjadi pihak dalam kontrak. 

b. Melmbayar biaya pelngiriman. 

c. Pelmelgang dokulmeln transportasi. 

2.2.6 Tanggungjawab Penyedia Jasa Transportasi Laut 

Belrdasarkan atulran yang tellah ada dalam U lndang-U lndang No 17 Tahuln 

2008 telntang pellayaran melngelnai kelwajiban dan tanggulng jawab 

pelngangkult yaitul: 

a. Pasal 38 melwajibkan pelngangkultan 

Pelrulsahaan angkultan air wajib melngangkult pelnulmpang dan barang, 

telrmasulk pelngangkultan sulrat, selsulai delngan keltelntulan kontrak 

pelngangkultan. Kontrak pelngangkultan selsulai ayat 1 ditelgaskan delngan 

tikelt pelnulmpang dan dokulmeln pelngangkultan. Dalam keladaan telrtelntul, 

pelmelrintah melmobilisasi kapal dagang nelgara telrselbult. 

b. Pasal 40 Tanggulng jawab pelngangkult 

Pelrulsahaan angkultan sulngai belrtanggu lng jawab atas kelsellamatan 

pelnulmpang dan barang yang diangkult. Pelrulsahaan angkultan 

belrtanggulng jawab melmulat kapal selsulai delngan jelnis dan julmlah yang 

ditelntulkan dalam dokulmeln pelmulatan dan kontrak ataul kontrak 

pelngangkultan yang tellah diselpakati. 
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c. Pasal 41 Tanggulng jawab belrdasarkan Pasal 40 dapat timbull dari 

pelngopelrasian kapal dalam belntulk: 

a) Pelnulmpang yang diangkult melninggal dulnia ataul lulka-lulka, 

mulsnahnya, hilang ataul rulsaknya belnda yang diangkult, keltelrlambatan 

pelngangkultan pelnulmpang dan belnda yang diangkult, ataul kelrulgian pada 

pihak keltiga. 

b) Apabila telrbulkti melmelnulhi syarat selbagaimana dimaksuld dalam 

Pasal 1 b ), c) dan d) pelngangkult dapat dibelbaskan dari kelwajibannya 

sellulrulhnya ataul selbagian bulkan karelna kelsalahannya selndiri.. 

Pelrulsahaan angkultan air wajib melnjamin kelwajibannya belrdasarkan 

ayat. 1 dan melmpulnyai asulransi ulmulm dasar bagi pelnulmpang selsulai 

delngan pelratulran pelrulndang-ulndangan. 

d. Pasal 42. Pelrulsahaan angkultan air wajib me lneltapkan atu lran dan 

tulnjangan khu lsuls bagi pelnyandang cacat, ibu l hamil, anak sampai 

delngan ulsia 5 (lima) tahu ln, orang sakit, dan orang lanju lt u lsia. 

Melmbelrikan kellonggaran dan kellonggaran khu lsuls selsulai delngan pasal 

“Manajelmeln Ke lsellamatan” yang diatu lr dalam Pe lratulran Pelmelrintah No. 

2 Tahuln 1996 u lntulk pelrulsahaan pellayaran, antara lain: 

a. Pelrsiapan pelralatan ulntulk melnjamin kelsellamatan pelngopelrasian kapal 

dan kelsellamatan lingkulngan kelrja. 

b. melmbelrikan pelrlindulngan telrhadap ancaman barul ataul yang dikeltahuli.  

c. Melningkatkan keltelrampilan manajelmeln kelsellamatan pelrsonell darat dan 

lault, telrmasulk dalam situlasi darulrat telrkait kelsellamatan dan  

 



23 

2.2.7 Gambaran Tentang PT.ASDP Kupang 

2.2.7.1 Profil PT.ASDP Kupang 

Pelrulsahaan ini melmullai seljarahnya pada tanggal 27 Marelt 1973 

delngan nama Proyelk Angkultan Sulngai, Danaul, dan Felrry (PASDF) di 

bawah naulngan Direlktorat Lalul Lintas Angkultan Sulngai Danaul dan Felrry 

(DLLASDF), Direlktorat Jelndelral Pelrhu lbulngan Darat, Delpartelme ln 

Pelrhulbulngan. Pada tahuln 1980, PASDF diu lbah melnjadi Proyelk Angkultan 

Sulngai Danaul dan Pelnyelbelrangan (PASDP).PASDP belrtulgas 

melnyeldiakan pellayanan angkultan pelnye lbelrangan antar pullaul, 

melnyeldiakan telrminal ulmulm pelnye lbelrangan angkultan sulngai, danaul, dan 

felrry, selrta melnjamin kelsellamatan pada sistelm transportasi telrselbult.Pada 

tahuln 1986, PASDP belrmeltamorfosis melnjadi Pelrulsahaan U lmu lm 

Angkultan Sulngai, Danaul, dan Pelnye lbelrangan (Pelrulm ASDP). Pada tahuln 

1992, Pelrulm ASDP diulbah melnjadi pelrselro delngan nama PT Angkultan 

Sulngai, Danaul, dan Pelnyelbelrangan (Pelrselro). Pelrulbahan telrselbult 

melngindikasikan bahwa ASDP dapat belrsaing delngan pelrulsahaan swasta 

dan BU lMN lainnya, tanpa melninggalkan fu lngsinya selbagai pelnye ldia jasa 

angkultan pelnyelbelrangan pelrintis. Pada tahuln 2004, pelrulsahaan ini 

melngulbah namanya melnjadi PT ASDP Indonelsia Felrry (Pelrselro), selbagai 

bagian dari prosels transformasi bisnis ulntulk melngulbah posisi pelrulsahaan 

ini melnjadi BU lMN yang dapat melmbelrikan kontribulsi lelbih bagi nelgara. 

Pada tahuln 2008, pelrulsahaan ini ASDP mellakulkan transformasi bisnis 

yang ditandai delngan modelrnisasi opelrasional, infrastrulktulr, dan telknologi 

melnuljul standar intelrnasional. Delngan motto "Wel Bridgel Thel Nation", 
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ASDP Indonelsia Felrry mellangkah majul melnjadi pelrulsahaan felrry modelrn. 

Pada tahuln 2019, anak ulsaha ASDP, yakni Indonelsia Felrry Propelrty 

melngadakan joint velntulrel delngan Pelmbangulnan Pelrulmahan ulntulk 

melngelmbangkan infrastrulktulr Kawasan Marina Labulan Bajo yang 

melrulpakan salah satul delstinasi pariwisata su lpelr prioritas. 
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2.2.7.2 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIMPINAN CABANG 

PT. ASDP KUPANG 

SUGENG PURWONO 

MANAGER 

USAHA 

HERMIN 

WELKIS 

 

MANAGER 

SDM UMUM 

MAYDAR 

SUJATMOKO 

MANAGER 

TEKNIK 

EKO SADWIN 

TRIYANTO 

MANAGER 

KEUANGAN 

MARDANI 

NAHKODA 

1. TURINO 

2. FARID ALKATIRI 

3. AGUS HERMAWAN 

4. MAHAMUDDIN 

5. STEPANUS T. PELUPESI 

6. I.NYOMAN 

HENDRWINATA 

7. HENGKI F. HANAS 

8. I. WAYAN EDI 

SAPUTRA 

9. GERMANUS DARIUS 

10. KHOIRUL IMRON 

 

SUPERVISOR 

PELABUHAN/PENYEBERANGAN 

1. DAMRAH BURHAN 

2. JULIUS CH. DJARA MONE 

3. ABANG MUSTAFA 

4. RAMLAN S. IYANG 

5. YAHYA S. KATU 

6. LUKMAN KAKAJODO 

7. GABRIEL DA SILVA 

8. REHABEAM L.PAH 

9. ANDRE MATTE 

10. KHAIRIMAS PELTA 
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2.2.8 Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERLINDUNGAN HUKUM 

BAGI PENUMPANG 

BENTUK-BENTUK 

PERLINDUNGAN HUKUM  

TEORI PERLINDUNGAN 

HUKUM 

PERLINDUNGAN HUKUM 

PREVENTIF 

Layanan Pemesanan Tiket 
 

PERLINDUNGAN 

HUKUM REPRESIF 

Penindakan  
 

 


